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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Simpilan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian tentang Efektifitas 

Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan dalam program penanggulangan 

kemiskinan di Kota Gorontalo maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Dalam program Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten 

Bone Bolango oleh Dinas Sosial serta Badan Pemberdayaan 

perempuan dan Keluarga Berencana belum efektif karena 

masih banyak sekali warga miskin di kabupaten Bone 

Bolango. Banyak sekali bantuan yang disalurkan oleh 

pemerintah, akan tetapi bantuan tersebut tidak tersalurkan 

secara merata kepada warga miskin.  

2. Cara menangulangi kemiskinan menurut Dinas Sosial serta 

Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana 

dalam program penanggulangan kemiskinandi kazbupaten 

Bone Bolango yaitu :  

a) Diadakan / pelatihan atau kursus agar warga 

mempunyai keterampilan dan bias memanfaatkan 

keterampilannya tersebut untuk mencari nafkah.  

b) Diadakan pendidikan yang benar – benar bebas 

pendidikan yang berkualitas baik agar semua warga 

bias mengenyam pendidikan yang berkualitas namun 

bebas biaya dan mengurangi jumlah warga yang 

berpendidikan rendah.  

c) Memfasilitasi usaha kecil, menegah agar warga pun 

ya UKM bisa meningkatkan pendapatan melalui 

fasilitas yang memadai serta bisa merekrut warga 

lain untuk dipekerjakan. Dengan begitu 

pengangguran bisa berkurang. 

d) Infrastruktur di daerah – daerah diperbaiki agar akses 

ketempat lain bisa lebih mudah dan juga murah, 
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dengan begitu warga miskin bisa diharapkan bisa 

mencari pekerjaan di daerah – daerah lain dengan 

mudah.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil – hasil temuan yang dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat dsiberikan saran antaran antara lain :  

1. Sebaiknya Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan serta Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, pemerintah 

Provinsi  maupun Kabupaten mari sama – sama kita efektifkan 

Peraturan daerah No. 4 Pasal 3 Huruf a,b,c,d tentang 

Penanggulangan Kemiskinan agar masyarakat kita menjadi 

sejahtera dan tingkat kemiskinan di tingkat Provinsi Gorontalo dan 

khususnya di kabupaten Bone Bolango semakin berkurang. 

2. Dinas Sosial dan Ketenaga Kerjaan serta Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana, pemerintah baik Provinsi  

maupun Kabupaten , harus lebih kerja ekstra dan terus 

mendampingi masyarakat dan memberikan pengetahuan dan 

pemahan agar program yang dicanangkan untuk dapat 

menaggulangi kemiskinan dapat berjalan sesuai apa yang 

diharapkan, dan semuanya demi kesejahteraan masyharakat dan 

Negara itu sendiri.  
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